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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

DI KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a
dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru,
perlu membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah
di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
677);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 596);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah di
Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. membuat Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru;

b. membuat jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru;

c. melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru;

d. menyiapkan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru;

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem Penerimaan
Murid Baru;

f. melaporkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru; dan

g. menyiapkan Kanal Pelaporan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF | E 1 cARATT ; _._ Wi e -
SEKRETARIS DINAS/BAL | SEKDA \

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal F /#7¢ 2ozs.

BUPATI TABALONG,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 126 /2025
TANGGAL g Avn\ 9615

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS PANITIA

1. | Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab

4 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketua

" | Tabalong

5. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong

6. Inspektur Kabupaten Tabalong Sekretaris

7. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota

8 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anggota

" | Tabalong

9. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Anggota
Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

11. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Anggota
dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong

13. | Seluruh Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Anggota
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

14. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggota
Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,
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